BADAN POM

Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pusat di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan

I. SEKRETARIAT UTAMA
+» Tugas Sekretariat Utama

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

+» Fungsi Sekretariat Utama

a. koordinasi kegiatan BPOM,;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi BPOM,;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/lkekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1 Biro Perencanaan dan Keuangan

+ Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.
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Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana
strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM;

b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;

d. penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di
lingkungan BPOM,;

e. penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
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.2 Biro Hukum dan Organisasi

¢ Tugas Biro Hukum dan Organisasi

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi
hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan pengaduan
masyarakat.

¢ Fungsi Biro Hukum dan Organisasi

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

rumusan perjanjian;

b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis
dan evaluasi hukum;
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi,
edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM; dan
. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
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1.3 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

% Tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta
pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
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Fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

a. penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri
dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan
multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja
sama luar negeri bilateral, selatan - selatan, triangular, regional, dan multilateral di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;

c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini
publik; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
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.4 Biro Sumber Daya Manusia

% Tugas Biro Sumber Daya Manusia
Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Fungsi Biro Sumber Daya Manusia

a.
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penyiapan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia;

penyiapan koordinasi dan pengelolaan karier sumber daya manusia;

penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia;
dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.5 Biro Umum

¢ Tugas Biro Umum

Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, barang
milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan
pimpinan.

Fungsi Biro Umum
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penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga;
penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan;
pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha biro.
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Il. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

« Tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

« Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif

penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan
distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan
produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
zat adiktif;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan
Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum
Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar
dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.

Il. 1 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

« Tugas Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

Adiktif

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang.

Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat
Adiktif

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat,
mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
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penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat,
mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan,
khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi

keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

ll. 2 Direktorat Registrasi Obat

% Tugas Direktorat Registrasi Obat

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat.

«» Fungsi Direktorat Registrasi Obat

a.
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penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan
obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan
obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi
obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat
pemasukan jalur khusus;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk

biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur
khusus;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru,
produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan
jalur khusus; dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Il. 3 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

« Tugas Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika,
dan prekursor.
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« Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas
khusus;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas
khusus;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk
biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat,
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan
fasilitas khusus;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan
pengawasan fasilitas khusus; dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

ll. 4 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor

R/
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Tugas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat,
narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur
khusus;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur
khusus;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan
pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat
pemasukan jalur khusus;
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pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
obat pemasukan jalur khusus; dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Il. 5 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

% Tugas Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
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Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu,
informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor,
serta pengawasan informasi produk zat adiktif;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu,
informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor,
serta pengawasan informasi produk zat adiktif;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika,
psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu,

informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor,
serta pengawasan informasi produk zat adiktif;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika,
dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
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lll. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN, DAN KOSMETIK

s Tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik

7
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Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik

a.

penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan
pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan
pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum
Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen
kesehatan, dan kosmetik;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum

Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen
kesehatan, dan kosmetik;

pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

lll. 1 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

+» Tugas Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan obat bahan alam Indonesia.

+ Fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

penyiapan penyusunan Kkebijakan di bidang standardisasi keamanan,
khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional,
obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan,
khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional,
obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik;

c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam
Indonesia;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam
Indonesia;

e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan
distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan,

khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional,
obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi
keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat
tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan

h. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

lll. 2 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

@,
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Tugas Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik.

Fungsi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uiji
praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan
penilaian dokumen informasi produk kosmetik;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji
praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan
penilaian dokumen informasi produk kosmetik;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi
produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi
kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen
kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk dan iklan obat
tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji
praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan
penilaian dokumen informasi produk kosmetik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan
iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik,
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penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

lll. 3 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

+» Tugas Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen
kesehatan.

Fungsi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi,
keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi,
dan suplemen kesehatan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi,
keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi,
dan suplemen kesehatan;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang
pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan
impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi,
distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat
kuasi, dan suplemen kesehatan;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi,

distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat
kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

lll. 4 Direktorat Pengawasan Kosmetik

+ Tugas Direktorat Pengawasan Kosmetik

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

+ Fungsi Direktorat Pengawasan Kosmetik
a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi,

keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi,

keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
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C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang

pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan
impor kosmetik;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi,

distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi,

f.

distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

lll.5 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

+» Tugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di
bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

+ Fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen
dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen
dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi,
suplemen kesehatan, dan kosmetik;

. pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang

pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat
konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan
kosmetik;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen
kesehatan, dan kosmetik; dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
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IV. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

+ Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
pangan olahan.

+ Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan
pengawasan distribusi pangan olahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan
pengawasan distribusi pangan olahan;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum
Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum
Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

IV.1 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

+ Tugas Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan.

+ Fungsi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu,
informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan,
bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat,
mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan
pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi
keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan,
bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan,
manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan
tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;
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pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi
keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan,
bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

IV.2 Direktorat Registrasi Pangan Olahan

+ Tugas Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan.

+ Fungsi Direktorat Registrasi Pangan Olahan

a.

penyiapan penyusunan Kkebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan
tambahan pangan, dan bahan penolong;

. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan

tambahan pangan, dan bahan penolong;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan

tambahan pangan, dan bahan penolong;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan

olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

IV.3 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

+ Tugas Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan.

+ Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan,
bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan,
bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan
produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
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IV.4 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

+» Tugas Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan.

+» Fungsi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

a.

f.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan
impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan
impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan
peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu,
informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor

dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu,
informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
dan

pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

IV.5 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

« Tugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di
bidang pangan olahan.

Fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

a.

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen
dan pelaku usaha pangan olahan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen
dan pelaku usaha pangan olahan;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang
pengawasan pangan olahan;
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e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat
konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; dan

g. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

V. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

+ Tugas Deputi Bidang Penindakan

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat
dan Makanan.

+ Fungsi Deputi Bidang Penindakan

a. penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

b. pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah
tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen,
dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

V. 1 Direktorat Cegah Tangkal

¢ Tugas Direktorat Cegah Tangkal
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

+ Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan;
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C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah
tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat
kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen
kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan

e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

V. 2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

+» Tugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen Obat
dan Makanan.

+» Fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat,
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi,
suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi,
suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan

e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

V. 3 Direktorat Siber Obat dan Makanan

+« Tugas Direktorat Siber Obat dan Makanan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan
Makanan.

% Fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan
a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat
kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis
digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi,
suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital
forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

V. 4 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

+» Tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan
tindak pidana Obat dan Makanan.

+ Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti
tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat
tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang
bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif,
obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan
dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, dan pangan olahan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan
pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik,
dan pangan olahan; dan

e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
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VI. INSPEKTORAT UTAMA

+ Tugas Inspektorat Utama
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

% Fungsi Inspektorat Utama
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan,;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

VI. 1 Inspektorat |

+» Tugas Inspektorat |
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern
serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah
tertentu.

¢ Fungsi Inspektorat |

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan
wilayah tugas Inspektorat I;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup
satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;

c. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah
tugas Inspektorat I;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat I;

e. koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat |; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

VI. 2 Inspektorat Il

¢ Tugas Inspektorat Il
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern
serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah
tertentu.

% Fungsi Inspektorat Il
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan
wilayah tugas Inspektorat II;
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pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup
satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat Il;

penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat Il;

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat Il;

koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat Il; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Il.

VII. PUSAT - PUSAT

1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

% Tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.

X3

%

d.
e.

Fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
a.

penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;

pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,
sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
pelaksanaan administrasi pusat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

% Tugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan
Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan
Makanan.

% Fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi,
perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan pengawas farmasi
dan makanan;

pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan
penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
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pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan pengawas farmasi dan
makanan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi
kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan
pengawas farmasi dan makanan;

d. pelaksanaan administrasi pusat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

¢ Tugas Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

¢ Fungsi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia,
mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan,
kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;

b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi
molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat
tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air,
serta pengembangan baku pembanding;

c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal
BPOM di lingkup nasional dan internasional;

d. pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional;

e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian
kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen
kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku
pembanding;

g. pelaksanaan administrasi pusat; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Kepala Badan.

4. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

% Tugas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

% Fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
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d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan
Obat dan Makanan;

e. pelaksanaan administrasi pusat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sumber :

-

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan



